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BOCIAL REPLURLI INGOMNESLA

KEPUTLUISAN MENTERI SOSIAL REPUBLIE INDONESIA
NOMOR  123%/HuL/2019
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN SAYAP IBU CABANG JAKARTA TUNTLIE
MENMYELENGGARAKAN PROSES PENGANGHEATAN ANAK ANTARA WARGA
NEOARA INDONESLA DENGAN WARGA NEGARA ASING

MENTER] S0S5IAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang @ & bahws uniok melaksanakan ketentuan Peraturan Menten
Soeial Momor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan
Penganghatan  Anak, perflu  meounjuk  lembaga
pengasuhan anak  untuk | melaksanakan  proses
penganglkatan anak antersa WEIgR negare  indonesia
dengan warga negara asing

b, bahwa Yayasan Bayap Ibu Cabang Jakarta yamng
mempunyai ngkup wilayah kerja di Provinsi Deaerah
Khusus Ty Kote Jokarts memenuhi persyaratan baik
gecara  administratf  maupun  operasional  untuk
menyclenggamakan proses  pelaksansan  pengangkatan
Anak antara warge negam indonesia dengan wargs ncgara
asing;

. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimann dimnksixd
dalam haruf a dan heeaf b, perba menctapkan Keputasan
Menteri Sosial tentang Pemberian [zin kepads Yayasan
Seyap Ibu Cabang .Jakarts Untuk Menyelenggarakan
Proses Pengangkatan Anak antara Warga Negara
Indonesia dengan Warga Negara Asing;
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Mengingat

il

5.

Q.

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negars
Republik [ndonesia Nomor 4235 sebagaimana telah
beberaps kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomos 17 Tahun 2017 tentang Perubshan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Noemor 237,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
5944);

Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahumn 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negars Nomor
4634);

Undang-Undang Nomor 3% Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran  Negara Republik
Indomesin Tahun 3008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Romaor 4916);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 4967);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pelakeanasn Pengangkatan Anak (Lembaran Negasa
Republik Indonesin  Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

Peraturan Menteri Sosial Momor 110/HUK/2009 tentang
Perayaratan Pengangkatan Anak;

Pernturan Menteri Sosial Nemor 37 /HUK/2010 tentang
Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat:
Peraturan Menterl Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial [Beritm
Negara Republik Indonesin Tahun 2015 Nomor 1845)
sehagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Soaial Nomor 22 Tahun 2018 tentag
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20
Tahun 2015 tentang Organisasi dan  Tata Kerjn
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MENETAFKAN

KESATU

Kementerian Soaial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Momar 1517);

MEMUTUSHKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI SO0SIAL TENTANG PEMBERIAN

[FIN KEPADA YAYABAN SAYAP IBU CABANG JAKARTA
UNTUK MENYELENGGARAKAN PROSES PENCGANCKATAN
ANAK ANTARA WARGA NEGARA [NDONESIA DENGAN
WARGA NEGARA ASING,

¢ Memberikan izxn kepads Yayasan Sayap Ibu Cabang .Jakarta,

beralamat di Jalan Barite I Momor 55 Kebayoran Bar,

Jakarta  Sclatan  untuk  menyelenggarakan  proscs

pengangkatan anak antara warga negam Indomesia dengan

WHIA NEEArA A8ing.

Dalam menyelenggaraksn proses pengngkatan anak

schagaimana dimaksed dalam diktum KESATU, Yayasan

Sevap Ibu Cabang Jakarta:

. menyelenggaraksn proses pelaksanaan penganghatan
anak antara warga negara Indonesia dengan warga
negars asing:

b. mengasuh sementara bayi dan balita yang terlantar haik
dari dalarn maupun dari luar negeri;

o, mengadekan koordinasi dalam hal terdapat kslourangan
dan kelenghapan berkas persyaratan penganghkatan
amiak;

d. menjadi percontohan umuk penslitian dan obserrasi
bagi panti ataw lembags vang akan menjadi pelaksans
proscs penganghkatan anak; dan

e. mengadakan pemantauan terhadap bayijanak yang
telah diangkat oleh wargs negamn asing yang masih
tinggal di Indonesia.

Tata cara dan proses pelaksanaan pengangkatan anak

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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KEEMIAT

KETLLIUH

KEDELAPAN

Dalam melaksanakan luges sebagaimana dimaksed dalam
Diktum  KEDUA, Yaymsan memberikan  laporan
pertanggungawaban secarn tertulis kepads Menteri Sosial
Cq, Direktur Jenderal Rehahilitasl Sosial,

; Jangka wakin pelaksanaan pemberian i=n kepada Yayasan

Sayap [bu Cabang Jakarta selama 3 (tgs] tahun sejak
ditetapkannya Keputusan Menteri ind.

Apabila dalam jangka waktu pelaksanasn pemberian izin
scbagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terdapat
penyimpangan dan  melanggar  ketentuan  permturan
perundang-undangan, Yayasan Sayvap Ibu Cabang Jakarta
dikenakan sanksi sesusl dengan ketentuan persbaran
perundeng-undangarn.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Sosial Nomer 289/HUK/2016 tentang Pemberian
lzn HKepada Yayassn Seyap Ibu Cabang Jakarta Unibuk
Menyclenggarakan Proses Pengangkatan Anak Antara Warga
Megara Indonesia dengan Wargn Negara, Asing, dicabut dan
dinyatakan tidak berlalns.

Keputusan Menter ini mulai berlalu  secjak  tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemwodian bac

terdapat kekeliruan dalam penctapannys, akan diperbaiki
sebagaimana mestinyms

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktaber 2010

MENTERT S0E5IAL FEPUBLIE INDONESLA,

ted
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan Keputusan Menter ini disampaikan kepada Yih:
I, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manesia dan Kebudayaan.
4.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
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+ Menteri Hubnm dan HAM,
. Menteri Dakam Negeri.
3. Menteri Luar Negeri.
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Menteri Keschatan.

Menteri Agama,

Ketua Mahkamah Agung.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Para gubernur di selunsh silayah Indonesin,

Drirektur Jenderal Anggaran Kementerian Kesangan,

Direktur Jenderal Administrasi Hulum Umam Kementerian Huloom dan
HAM.

Direkbur Jenderal Imigrasi Kementerian Huloam dan HAM.

Direkour Jenderal Protakol den Konsuler Kementerian Luar Negeri.
Drirektur Jenderal Huloam dan Perjanjian Intermnational Kementenen Luar
Heperi.

Para Pejabat Esclon I di linghungan Kementerian Sosial.

Direlkbor Rehabilitosi Sosial Anak,

Kepala Yayasan Sapap [ba Cabang Jakarta.



